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TAX FAIRNESS PERCEPTION ON INDIVIDUAL TAX COMPLIANCE

Abstract

The main source of state revenue comes from the taxation aspect. This state
revenue is used for national development to improve people's welfare. State
revenue from the tax sector tends to increase from year to year, but the realization
of tax revenue is always below target. This indicates that there are still many
taxpayers who have not carried out their tax obligations so that the target of tax
revenue is not met. One of the factors that affecting tax compliance is the fairness
perception. This research aims to examine the effect of general fairness, exchange
with government, self interest and special provisions on tax compliance.
Questionnaire is used for collecting the data. This research used 100 taxpayers
who work independently and registered at tax office (KPP) in Jakarta as sample.
The data in this study were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM)
with the aid of SmartPLS application. The result of this study indicates that
general fairness and self interest have positive and significant effect on tax
compliance, while exchange with government and special provisions have
positive but not significant effect on tax compliance.

Keywords: general fairness, exchange with government, self interest, special
provisions, tax compliance



PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Abstrak

Sumber utama penerimaan negara berasal dari aspek perpajakan. Penerimaan
negara ini digunakan untuk pembangunan nasional untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara dari sektor pajak cenderung meningkat
dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target. Hal
ini mengindikasikan masih banyak pembayar pajak yang belum melaksanakan
kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tidak terpenuhi. Salah
satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan umum, timbal balik
pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan-ketentuan khusus terhadap
kepatuhan pajak. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini
menggunakan 100 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di
kantor pelayanan pajak (KPP) di Jakarta sebagai sampel. Data dalam penelitian ini
dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan
bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan
umum dan kepentingan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pajak, sedangkan timbal balik pemerintah dan ketentuan-ketentuan
khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: keadilan umum, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi,
ketentuan khusus, kepatuhan pajak
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting bagi

terlaksananya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran

dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 86,2%

di tahun 2016 dan 85,6% di tahun 2017. Sedangkan penerimaan negara dari sektor

lainnya hanya sebesar 13,8% di tahun 2016 dan 14,4% di tahun 2017. Hal ini

menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara yang utama berasal dari

penerimaan pajak.

Gambar 1.1
APBN 2017

(Sumber: http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017)
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Penerimaan negara dari sektor perpajakan cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi realisasi penerimaan pajak selalu di bawah

target.Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri

Mulyani, dalam Liputan6.com tanggal 31 Januari 2017 yang menyatakan bahwa

jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar tahun 2016 mencapai 32,77 juta WP,

sementara jumlah WP terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio

kepatuhan pajak sebesar 72,50% dan target kepatuhan penyampaian SPT

sebanyak 14,62 juta WP. Namun, realisasi penyampaian SPT hanya mencapai

12,74 juta WP dan rasio kepatuhan pajak 63,16%, sedangkan rasio pajak

Indonesia yaitu hanya sebesar 10,3% di tahun 2016, dibandingkan dengan

Malaysia dan Thailand yang bisa mencapai 15%.Hingga sekarang, masih terdapat

selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak dengan yang seharusnya

diterima.

Hal ini juga diperkuat dengan berdasarkan data tax ratio dari OECD tahun

2015. Dapat dilihat pada gambar 1.2., bahwa tax ratio Indonesia hanya sebesar

11,8%, tax ratio tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara

Singapura dan Malaysia yang sudah mencapai 13,6% dan 15,3%.
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Gambar 1.2
Tax Ratio Negara Asean Tahun 2015

(Sumber: http://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-asian-
countries-2016-9789264266483-en.htm)

Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target

penerimaan pajak dan meningkatkan tax ratio. Tidak selamanya wajib pajak patuh

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin rendahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak, maka akan menghambat penerimaan pajak. Oleh karena

itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan khususnya wajib pajak orang pribadi non-

karyawan dengan harapan bila kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditingkatkan,

maka akan mendorong wajib pajak lainnya untuk patuh sehinggadapat

meningkatkan tax ratio serta penerimaan negara.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah

pemahaman atas peraturan perpajakan, kompleksitas perpajakan, sanksi

perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus.
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Pemahaman atas peraturan perpajakan dapat berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Peraturan perjakan yang sulit dimengerti menyebabkan

wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan

banyak pula wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan tetapi mereka

justru mencari celah untuk menghindari pajak (Nugraheni, 2015).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah

kompleksitas perpajakan, diantaranya adalah peraturan perpajakan yang sering

berubah dan sulitnya pengisian SPT membuat wajib pajak lebih memilih untuk

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menurunkan tingkat

kepatuhan pajak, untuk itu pemerintah harus memberikan sosialisasi terkait

peraturan perjakan serta pengisian SPT agar masyarakat tidak kesulitan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan pajak

(Nugraheni, 2015).

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan agar peraturan perundang-

undangan pajak dipatuhi. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan efek jera

bagi para pelanggar pajak agar mereka mau bertindak sesuai dengan peraturan dan

tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dengan pemberian sanksi yang tegas dan

sesuai prosedur menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib

pajak, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan (Nugraheni,

2015).

Faktor lainnya adalah kualitas pelayanan fiskus. Banyak wajib pajak yang

memiliki pandangan negatif terhadap fiskus, terlebih setelah adanya kasus

penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 yang mengakibatkan
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penurunan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Masyarakat menilai

pajak yang disetorkan tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat akan

merasa enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus

mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus yang

profesional dan bertanggung jawab agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak (Nugraheni, 2015).

Selain faktor-faktor yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor

persepsi keadilan yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi

serta ketentuan-ketentuan khusus.

Keadilan umum dalam hal ini merupakan persepsi apakah pajak yang

dibayarkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sudah

didistribusikan dengan tepat.Beban pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan

kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila pajak yang harus

dibayarkan melebihi kemampuan wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan

memenuhi kewajiban perpajakannya (Natrah, 2009).Pemerintah sudah

mengupayakan agar pajak penghasilan dibebankan secara adil bagi wajib pajak

orang pribadi dengan memberlakukan tarif pajak progresif dalam perhitungan

beban pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak,

beban pajak yang ditanggung dan harus dibayarkan juga semakin tinggi. Namun,

dengan semakin tingginya pajak yang dibayarkan wajib pajak, akan mengurangi

niat mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka akan mencari

celah untuk tidak melaporkan penghasilannya atau mengurangi beban pajak



6

dengan tidak melaporkan seluruhnya pendapatan mereka (Berutu dan Harto,

2012).

Timbal balik pemerintah merupakan timbal balik yang diberikan

pemerintah atas pembayaran pajak yang telah dilakukan wajib pajak. Atas

pembayaran pajak yang telah dilakukan, wajib pajak menginginkan fasilitas

publik yang memadai serta tatanan birokrasi yang baik yang akan meningkatkan

kualitas hidup mereka. Jika pemerintah memberikan timbal balik yang sesuai

dengan pajak yang telah dibayarkan wajib pajak, maka dapat meningkatkan

kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan dengan

demikian meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Saraswati dan Inasius, 2014).

Namun, pada kenyataannya, masyarakat beranggapan bahwa kewajiban

perpajakan memiliki karakteristik hubungan searah. Masyarakat diharuskan untuk

memenuhi kewajiban perpajakan mereka, namun pembangunan serta pengadaan

fasilitas umum masih tidak merata. Hal ini menyebabkan masyarakat menempuh

berbagai upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau tidak

membayar pajak sama sekali.

Kepentingan pribadi merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak akan membandingkan apakah beban

pajak yang dibayarkan dibandingkan beban wajib pajak lainnya lebih tinggi.

Ketika wajib pajak membandingkan pendapatan mereka dengan orang lain,

mereka akan memiliki suatu penilaian dan pertimbangan yang dapat membuat

mereka sadar penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atau malah

enggan untuk melaksanakannya (Natrah, 2009).
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Faktor lainnya adalah ketentuan-ketentuan khusus. Wajib pajak tertentu

diberikan ketentuan khusus atau pengurangan dalam pembayaran pajak mereka.

Hal ini diberlakukan dengan harapan agar meningkatkan kepatuhan pajak.

Namun, di sisi lain ketentuan-ketentuan khusus ini juga memberikan paradigma

negatif bagi wajib pajak lainnya karena dianggap pemerintah tidak adil dan hanya

mendukung sebagian masyarakat (Saraswati dan Inasius, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang

diberi judul “Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat

dilihat bahwa masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sumber penerimaan utama negara berasal dari aspek perpajakan. Penerimaan

negara ini digunakan untuk pembangunan nasional guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan pajak harus terus

ditingkatkan agar penerimaan negara atas perpajakan juga semakin

meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan negara atas perpajakan,

diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

2. Penerimaan negara dari sektor perpajakan cenderung mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum
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melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak

tidak terpenuhi.

3. Berdasarkan data dari OECD tahun 2015, tax ratio Indonesia hanya sebesar

11,8% masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia

yang sudah mencapai 13,6% dan 15,3% yang berarti bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak Indonesia masih sangat rendah.

4. Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak,

seperti pemahaman atas peraturan perpajakan, kompleksitas perpajakan,

sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, keadilan umum, timbal balik

pemerintah, kepentingan pribadi, serta ketentuan-ketentuan khusus.

5. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu juga mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan Natrah

(2009) yang menguji pengaruh persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan

pajak di Malaysia dengan melakukan modifikasi variabel serta populasi yang

digunakan dalam penelitian.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh keadilan umum, timbal balik

pemerintah, keadilan horizontal, keadilan vertikal, keadilan retibutif, kepentingan

pribadi, serta keadilan administratif terhadap kepatuhan pajak dengan mengambil

sampel sebanyak 2.267 wajib pajak orang pribadi di Malaysia (Natrah, 2009).

Hasil penelitian diperoleh bahwa keadilan umum, timbal balik pemerintah,

dan kepentingan pribadi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kepatuhan pajak. Keadilan horizontal berpengaruh secara negatif terhadap
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kepatuhan pajak. Sedangkan keadilan vertikal, keadilan retributif, serta keadilan

administratif tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan

hasil penelitian terdahulu, maka penelitian direplikasi kembali.

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini

dibatasi pada 4 (empat) variabel independen yang digunakan yaitukeadilan umum,

timbal balik dengan pemerintah, kepentingan pribadi, serta ketentuan-ketentuan

khusus; serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Selain itu, sampel

yang digunakan dalam penilitian ini dibatasi pada wajib pajak orang pribadi yang

melakukan pekerjaan bebas di Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pematasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya , maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

2. Apakah timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

3. Apakah kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

4. Apakah ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk:
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1. Menguji pengaruh keadilan umum terhadap kepatuhan pajak.

2. Mengujipengaruh timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

3. Mengujipengaruh kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak.

4. Mengujiketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

a. Penulis, agar dapat memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai pengaruh

persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak, serta sebagai syarat kelulusan

program Magister Akuntansi.

b. Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya

pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan.

c. Peneliti selanjutnya, agar dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin

melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak.

d. DJP dan pemerintah Indonesia, agar dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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